
 
      

 

   PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG  
 

  KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH 
 

        
 

 STRUKTUR )  TUGAS DAN FUNGSI  

   
 

 ORGANISASI 
     

 

  

MENYELENGGARAKAN  KOORDINASI, PEMBINAAN, 
 

     
 

     PENGENDALIAN,  DAN MEMIMPIN PELAKSANAAN FUNGSI 
 

     URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETAHANAN PANGAN YANG 
 

     MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 
 

     PENYELENGGARAAN PROGRAM : 
 

  
Kelompok Jabatan Fungsional 

  a.  PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK 
 

    KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN,  

  

Ahli Utama dan Ahli Madya 
  

 

       
 

     b.  PENINGKATAN DIVERSIFIKASIDANKETAHANAN 
 

     PANGAN MASYARAKAT, 
 

     c.  PENANGANAN KERAWANAN  PANGAN, 
 

 
d. PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN; 

 
 

KEBIJAKAN PANGAN 

 
 
 

 
Pengelolaan Pelaksanaan 

Penguatan Pengendalian dan 
 

Cadangan Pangan Kegiatan Pengentasan 
 

Sistem  

Pemerintah untuk Stabilisasi Wilayah Rentan 
 

Logistik  

menjaga Pasokan & Harga Rawan Pangan 
 

pangan  

Ketahanan Pangan 
 

dan Gizi 
 

  
 

Pengembangan Pengawasan dan  
 

Penganekaragaman Penjaminan Mutu dan 
 

Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan 
 

potensi pangan lokal  

2 
 

   
 



2024 



 

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 

 

Di Tempat 
 

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami 

terima dengan ringkasan sebagai berikut :  
 
 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 

Jakarta 12950  
 
 

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
 

 

Atas Nama : MOMOD SYAFRUDIN 
 

Jabatan : 
KEPALA UNIT - UPTD SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - 

 

DINAS KETAHANAN PANGAN 
 

Bidang : EKSEKUTIF 
 

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 
 

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2024 
 

 
 

 

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. 

Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami 

terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. 
 

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan 

batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim 

kembali). 
 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email 

elhkpn@kpk.go.id atau call center 198. 
 

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih 

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu 

membalas email ini. 
 

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id| elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198 
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INDIKATOR KINERJA RENCANA PROGRAM, 

Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 

 

 SASARAN DAERAH/ 
INDIKATOR KINERJA  

TUJUAN SASARAN PERANGKAT  

TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/  

 
DAERAH  

  
 

 Meningkatkan daya beli 
Indeks Gini (Indeks)  

Meningkatkan ketersediaan, akses dan masyarakat 
 

 
 

Pemanfaaan Pangan 
Meningkatnya Ketahanan 

 
 

 
Indeks Ketahanan Pangan (Skor)  

 
Pangan Daerah  

  
 

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang 
Meningkatnya Akuntabilitas  

 

Kinerja Penyelenggaraan  
 

Baik, Bersih dan Berwibawa 
 

 

Pemerintah  
 

  
 

 

 
DATA  

CAPAIAN PADA 

TAHUN AWAL  
(2021) 

 

 
0,363 

 

 
70,23 

 
 
 

  TARGET KINERJA  
 

    KONDISI 
 

2023 2024 2025 2026 
KINERJA PADA 

 

AKHIR PERIODE  

   
 

    RENSTRA 
 

0,354 0,349 0,344 0,339 0,339 
 

70,73 71,23 71,73 72,23 72,23 
 

 

 
 
 
 

KODE PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ 

 
 
 

  TARGET KINERJA PROGRAM 
 

DATA    KONDISI 
 

CAPAIAN PADA    KINERJA PADA  

TAHUN AWAL 
 

20242025 
 

 

2023 2026 AKHIR  

(2021)  

   
PERIODE  

    
  

RENSTRA 
  

2.09.02 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada 

NA 100 100 100 100 100 
 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  

       
 

 PROGRAM PENINGKATAN 
Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi 

      
 

2.09.03 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 85 85 87 88 89 89 
 

persyaratan mutu dan keamanan pangan  

 
PANGAN MASYARAKAT 

      
 

        
 

2.09.04 
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN  

Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan NA 22,22 50,00 77,22 100,00 100 
 

PANGAN  

        
 

2.09.05 
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANANPersentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi 

NA 25 50,00 75 100,00 100 
 

PANGAN persyaratan mutu dan keamanan pangan  

       
 

          
 

2.09.01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

Capaian SAKIP Perangkat Daerah 71,2 74 76 78 80 80 
 

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  

        
  

5 



APBD TAHUN ANGGARAN 2025 & EFESIENSI 

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI 

BANTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAGU MURNI 

EFESIENSI 
PAGU STELAH EFESIENSI 

 

(SE NO.6 TAHUN 2025) 

 

Rp. 3.012.008.000  

 

RP. 29.880.640.000 

 

RP. 26.868.632.000 
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APBD TAHUN ANGGARAN 2025 & EFESIENSI 

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN 

 
 
 

 

No. Program 

 

 
 

APBD 2025 
EFISIENSI APBD 

Pagu setelah Efesiensi  

 

2025 

 

Indikator Program  
Target Target 

 
 

Target Indikator P a g u P a g u P a g u  

Indikator Indikator  

    
 

  
DINAS KETAHANAN PANGAN 

 

INDUK 
 
 

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

 

PROGRAM PENGELOLA SUMBER DAYA  
II. EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN 

KEMANDIRIAN PANGAN 
 

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI  
III. DAN KETAHANAN PANGAN 

MASYARAKAT 
 

IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN 
PANGAN 

 
 

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN 
PANGAN 

 

UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan 
Pangan 

 

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

 

V. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN 
PANGAN 

  
Indeks Ketahanan Pangan 

 

Indeks Ketahanan Pangan 
 

Persentase Ketercapaian dari 

Seluruh Kegiatan pada Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 
 

Cadangan Pangan Pemerintah 
Daerah Provinsi 

 

Skor Pola Pangan Harapan 
 
 

Persentase Penanganan Daerah 
Rawan Pangan 

 
 

Persentase Pangan Segar Asal Tumbu 
 
 

Indeks Ketahanan Pangan 
 

Persentase Ketercapaian dari 
Seluruh Kegiatan pada Program 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Persentase Pangan Segar Asal 
Tumbuhan yang memenuhi 
persyaratan mutu dan keamanan 
pangan 

  
 

79 29.880.640.000 79 3.012.008.000 79 26.868.632.000 

79 29.511.255.600 79 2.903.948.900 79 26.607.306.700 

100% 22.995.853.900 100% 1.569.995.900 100% 21.425.858.000 

100% 140.000.000 100% 107.110.000 100% 32.890.000 

88 4.506.301.500 88 819.856.000 88 3.686.445.500 

72% 1.739.205.800 72% 356.761.000 72% 1.382.444.800 

75% 129.894.400 75% 50.226.000 75% 79.668.400 

79 369.384.400  108.059.100  261.325.300 

100% 147.196.400 2,53 24.083.000 100,00 123.113.400 

75% 222.188.000 0,27 83.976.100 100,00 138.211.900 
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REALISASI KEUANGAN S.D 1 APRIL 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumlah Realisasi 
Target IKP P a g u Anggaran (Rp) Terimbang Instansi 

Keuangan (Rp) 
 

79 26.868.632.000 4.265.882.638 15,88% 11 



 

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN I 

APBD TA. 2025 - DINAS KETAHANAN PANGAN 
 
     

Pagu Anggaran 
 

Bobot 
 

Rencana Fisik 
 Realisasi Fisik (%)  Realisasi Keuangan  Sisa Anggaran 

o. 
 

Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur 
    

Tertimbang Tertimbang 
 

(Rp.) (%) 
 

(Rp.) (%) 
          

           
Kegiatan  

Instansi   

     

(Rp.) (%) (%) 
         

                

1  
2  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11) (12)=(11): 

 (13) (14)=(6-11)   (6)x100                     

             

A   BELANJA OPERASI 26.868.632.000,00 100,00 13,76 12,43 1,55 3.639.805.729,00  13,55 22.906.346.271,00 85,25 
                     

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 21.548.971.400,00 80,20 14,73 22,47 2,79 3.639.805.729,00 16,89 17.629.695.671,00 81,81 
             

1  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 236.895.000,00 0,88 6,88 25,00 3,11 -  - 197.245.000,00 83,26 
             

2  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.383.748.000,00 64,70 17,07  75,00 9,32 3.355.577.232,00  19,30 14.028.170.768,00 80,70 
             

3  Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 62400000  0,23 0,96 -  - -  - 62.400.000,00 100,00 
              

4  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 594.290.200,00 2,21 25,40 21,88 2,72 -  - 594.290.200,00 100,00 
                   

 5  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 239820000   0,00            
6  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.273.634.800,00 8,46 42,96 20,83 2,59 284.228.497,00  12,50 1.989.406.303,00 87,50 

             

6  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 635.070.000,00 2,36 12,96 25,00 3,11 -  - 635.070.000,00 100,00 
              

7  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD) 85.445.400,00 0,32 26,33 9,49 1,18 -  - 85.445.400,00 100,00 

8 
                   

 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD) 
37.668.000,00  0,14 - 25,00 3,11 -  - 37.668.000,00 100,00       

I PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMAND 
 

10 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian 
Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi  

II PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 

 

11 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan 

Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 
 

12  Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 

13  Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angk  
V PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 

  
32.890.000,00  0,12  18,91  15,00  1,86  -   -  32.890.000,00 100,00 

                

32.890.000,00  0,12 18,91 15,00 1,86 -  - 32.890.000,00 100,00 
                 

3.686.445.500,00  13,72 20,35 9,98 - -   - 3.643.435.500,00 98,83 
                

                 

221.036.000,00  0,82 21,85 6,25 0,78 -  - 221.036.000,00 100,00 

                
2311473000  8,60 17,89 8,61 1,07 -   - 2.268.463.000,00 98,14 

                

1.153.936.500,00  4,29 21,30 15,08 1,87 -  - 1.153.936.500,00 100,00 
                 

1.382.444.800,00  5,15 3,50 5,12 0,64 -   - 1.382.444.800,00 100,00  
 14 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi  56.360.000,00  0,21  -  7,14  0,89  -  -  56.360.000,00 100,00  
                      

15 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 1.326.084.800,00  4,94 7,00 3,11 0,39 -   - 1.326.084.800,00 100,00  
                     

                     
V   PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 217.880.300,00  0,81 11,33 9,59 1,19 -   - 217.880.300,00 100,00  
                       

16 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota  79.668.400,00   0,30 14,32 9,11 1,13 -  
 - 79.668.400,00 100,00        

                       

17 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 138.211.900,00  0,51 8,34 10,07 1,25 -  
 - 138.211.900,00 100,00        

                    

MLAH 26.868.632.000,00  100,00 13,76 12,43 1,55 3.639.805.729,00  13,55 22.906.346.271,00 85,25  

                       



 

CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN PADA 
BERBAGAI SEKTOR SESUAI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 

 

✓
"Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur 

Logistik” 

 

1. Rapat Persiapan Pengolahan Data CPCL Infrastruktur Logistik 
 

2. Rapat Koordinasi Pengolahan Data CPCL Infrastruktur Logistik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dinas  Katahanan Pangan Banten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TUJUAN BANTUAN INFRASTRUKTUR PANGAN TAHUN 2026 
 

Meningkatkan kemandirian ekonomi desa, mendukung ketahanan pangan secara 
keseluruhan, menjaga kualitas dan daya tahan pangan, menjaga kualitas dan 
daya tahan pangan, mengurangi kerugian pasca panen, memperpanjang masa 
simpan produk pangan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian 
masyarakat setempat. 

 

BERDASARKAN RENCANA BANTUAN INFRASTRUKTUR sebanyak 3 (tiga) unit bed dryer 

akan dilaksanakan tahun 2026 

 

PELAKSANAAN CPCL DITAHUN 2025. mekanisme yang digunakan berdasarkan 

Peraturan Gubernur Banten Tahun 2022 Nomor 6 Tentang Hibah Bansos. 
 



 

RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN 

 
 
 
 
 
 
 

 
        

 

Meningkatnya 

      
 

Skor Pola 2023 2024 2025 2026 
 

 

Diversifikasi,  
 

Pangan 
     

 

Ketersediaan      
 

dan Sumber Harapan      
 

Daya Pangan 
(%) 86,00 87,00 88,00 89,00 

 
 

   
 

        
 

        
 

 

Pengembangan    
 

Data Informasi  
• Pemantauan Stok Pangan  

Pangan 
 

 

 
• Penyelenggaraan CPP  

 

Ketersediaan 
 

❑
 Neraca Pangan 

• Satgas Ketahanan Pangan  

 
 

   
 

Wilayah    
 

❑
 Panel Harga 

Keterjangkaun 

• Gerakan Pangan Murah 
 

Pangan • Fasilitasi Distribusi 
 

❑
 Database 

  Pangan 
 

   
 

Cadangan Pangan    
 

❑
 Skor Pola Pangan  • Peningkatan Kualitas 

 

Harapan  (PPH) Pemanfaatan 
 Konsumsi Pangan 

 

 

Masyarakat B2SA 
 

di Kab/Kota   
 

 

• Penganekaragaman  

  
 

   Konsumsi Pangan 
 

Dinas  Katahanan Pangan Banten 

  Berbasis Sumber Daya 
 

  LoKal 
 

 
 
 
 

 

Sasaran Kegiatan 

 

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 

Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi 

dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 
 

 

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan  
Cadangan Pangan Provinsi 

 

 

Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media 

Provinsi 
 
 
 
 
 

 

Meningkatnya 
SKOR PPH 

 

Diversifikasi,  

 
 

Ketersediaan 

dan Sumber 

Daya Pangan 



 

CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN 
 

2. 

 

 

KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN 

LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA 

STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN  
---  6 Sub Kegiaan --- 

 
 

 

3.1.4.        Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Pokok 

Strategis 

 

 

Sub Kegiatan 

Pengembangan 

Kelembagaan 

dan Jaringan 

Distribusi 
Pangan 

 

 

10 

LDPM/ 

LUPM 

 

 

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Rakor 
Penguatan Lembaga Distribusi 
Pangan Masyarakat Poktan/Gapoktan  

2. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monev 
ke Poktan/Gapoktan  

3. Rapat Persiapan Monev Poktan/Gapoktan 
4. Pelaksanaan Monev ke Poktan/Gapoktan 

 
 

 

Koordinasi, Sikronisasi 

dan Pelaksanaan Sub Kegiatan 
 

Pengembangan Usaha  

Distribusi Pangan Pokok 
 

Pengolahan Pangan  

dan Pangan Lainnya) 
 

Berbasis Sumber Daya  

 
 

 Lokal 
  

12/92 *  
 

Pertemuan Pengembangan 
 

GPM 
 

Kelembagaan Pelaku Usaha  

 
 

 Pangan Lokal 
 

  
 

 

1. Rapat persiapan pelaksanaan 
GPM Menjelang HBKN 
Ramadhan dan Idul Fitri 2025  

2. Pelaksanaan GPM 

 
1. Rapat persiapan 
2. Monitoring Harga Pangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://panelharga.badanpangan.go.id/ 

 
 
 

3.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga 

Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen 

Wilayah Provinsi 
3.1.6. Sub Kegiatan 

Penyusunan Neraca Bahan 

Makanan (NBM) di Tingkat Provinsi 
 

DILAKSANAKAN DI TRIWULAN 2 

 

 

 



Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 



 

CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN 
 

2. 

 

KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN  

KEBUTUHAN DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 

6 Sub Kegiatan 
 

Penyaluran Beras Cadangan Pangan  Stok CPP Provinsi (Bulog) Per _31 Des, 2023 1.052.756 
 

  
 

Pemerintah Atas Usulan Dari Kabupaten Pandeglang Untuk Para Nelayan Yang  
Pengadaan CPP Bulan Nov. Tahun 2024 1.206.534 

 

Terdampak Cuaca Extrim Sehingga Tidak Bisa Melaut, Disalurkan Kepada 1.303 

3 1 M a r e t 2 0 2 5 

 

S t o k C P P P r o v . s . d . 

Penyalurran CPP Dalam Stabilitasi Harga Beras  Ke Pesantren 
1.736.000 

 

Kpm Sebanyak 13.030 Kg  
An.Nawawi Tanara  

  
 

   
 

  ADENDUM PENYESUAIAN HARGA 79.769 
 

  CPP Provinsi (Bulog) 31 Desember 2024 443.522 
 

  Pengadaan CPP Bulan Juni. Tahun 2024  
 

  Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Atas Usulan Dari 

13.030 
 

  Kabupaten Pandeglang Untuk Para Nelayan Yang 
 

  Terdampak Cuaca Extrim Sehingga Tidak Bisa Melaut,  
 

  ADENDUM PENYESUAIAN HARGA  
 

 
 
 
 
 

 
Beras 
 
Beras 
 
Beras 
 
Beras 
 
Beras 
 
Beras 

 

Beras 
 
 
Beras 
 

CPP Provinsi (Bulog) 31 Maret 2025 430.492 Beras 
 
 
 
 

 

NO JENIS 
KUANTUM 

RENCANA PENGADAAN 
 

Kg Ton 
 

   
 

1 Beras 100.000 100 Juni 
 

2 Ayam Ras 5.900 5,9 Oktober 
 

3 Telur Ayam 5.900 5,9 Oktober 
   

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 



 

Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 
 

Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi 
 

1   Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  

 

[ - ] Gerakan Menanam Pangan Lokal di Lahan Pekarangan Untuk Menunjang Ketahanan Pangan 
 

[ - ] Gerakan Menanam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Gose to Ponpes di Provinsi 
Banten [-] Edukasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi KWT 

[ - ] Identifikasi Hasil Pemanfaatan Lahan Pekarangan Bagi Pelaku Usaha Pangan Lokal 
[ - ] Pelatihan Pangan berbasis Sumber Daya Lokal pada Pelaku UMKM 

 
[- ] Kampanye dan Edukasi Memasyarakatkan Program Diversifikasi Pangan dan Pemanfaatan Pangan 

Lokal Sebagai Upaya Mengurangi Stunting  
Badan Pangan Nasional {- ] Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal 5 

 

 
 

   
 

 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, 

02 

 

 dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang 
  

dan Aman (B2SA) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peningkatan 
Kualitas Konsumsi  

Pangan Masyarakat 

melalui B2SA  

 
 

 

❑ Gerakan Sadar Konsumsi Pangan 
B2SA di Daerah Stunting

  

❑ B2SA Goes To School di Daerah 
Stunting

  



❑ Bantuan makanan Tambahan bagi anak Stunting di 8 Kab./Kota 02 



 

CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN 
 

2. 

 
 

 

KEGIATAN PROMOSI PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN 

SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI MELALUI MEDIA PROVINSI 

---  3 Sub Kegiaan --- 
 
 
 

 

Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, 
 
 

 

Rapat persiapan dan Identifikasi calon penerima Calon Lokasi (CPCL) 

 

 

Sub Kegiaan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pelaksanaan 

Advokasi, Edukasi dan 
Sosialisasi Konsumsi Pangan 
Beragam, Bergizi Seimbang 

dan Aman 

 

 

Rapat persiapan Pemberian Bantuan Tambahan Makanan 
Bergizi (susu, biskuit sehat, abon ikan) 

 

Pemanfaatan Lahan Pekarangan 

13 Pondok 100 anak masalah 
 

Goes to Ponpes di 8  

pesantren stunting/Balita Gizi 

 

Kabupaten/Kota 
 

Paket pemberian bantuan benih  Kurang atau Gizi 
 

dan bibit tanaman  Buruk 
 

   
 

 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola 

Pangan Harapan Provinsi, 
 

 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 



 

RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN 

 
 
 
 
 
 
 

 

MenurunnyaPenanganan
Persentase

 

    
 

2023 2024 2025 2026 
 

Daerah Daerah     
 

Rawan 
    

 

Rawan 
    

 

Pangan 
22,22 50,00 77,22 100 

 

Pangan 
 

 
 

      
 

 
 

 

Pengembangan  
Data Informasi  

Kerawanan •   Pelaksanaan Pengadaan, 
 

Pangan dan Gizi Pengelolaan, dan Penyaluran 
 

❑
 Peta Kerentanan 

Cadangan Pangan 
 

 
  

dan Ketahanan 
Penanganan 

  
 

Pangan kewenangan • Pelaksanaan Intervensi  

Kerawanan 
 

Provinsi Panel Harga  Kewaspadaan Pangan dan  

Pangan 
 

 

Pangan  Gizi 
 

❑
 Penyusunan Peta Kewenangan   

 

Situasi Provinsi   
 

Kewaspadaan  
• Koordinasi dan 

 

Pangan dan Gizi  
 

  

Sinkronisasi Penanganan 
 

Provinsi   
 

  

Kerawanan Pangan dan 
 

   
 

   Gizi Provinsi 
 

Dinas  Katahanan Pangan Banten    
 

 
 
 
 

 

Sasaran Kegiatan 

 
 
 

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan  
Pangan kewenangan Provinsi 

 
 
 

 

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan  
Provinsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menurunnya 
Persentase 

 

Daerah  

Penanganan 
 

Rawan  

Daerah Rawan 
 

Pangan  

Pangan 
 

 
 

 (%) 
 



 

CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN 
 

2. 

 

Penangan Kerawanan Pangan kewenangan Provinsi  

1 Sub Kegiatan 

 

Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 

 

 

Rapat Persiapan Kegiatan (Kegiatan Penanganan Kerawanan 
 

Pangan Kewenangan Provinsi dan Sub Kegiatan Pelaksanaan 

Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serang, 4 Februari 2025 

 
 

 

Pada triwulan I belum ada aktivitas sub kegiatan yang mencapai indikator program. 
Aktivitas sub kegiatan agar dilakukan sesuai perencanaan. 

 
 
 

1. Lokus intervensi dilaksanakan di 2 Kabupaten/Kota meliputi 
Kabupaten Kabupaten Tangerang dan Kota Serang. Peentuan lokus 
berdasarkan angka PoU.  

2. Pelaksanaan intervensi dilaksanakan berupa penyaluran telur 
sebanyak 1.100 kg untuk 550 penerima (masing-masing 
Kabupaten/Kota 275 penerima).  

3. Penerima merupakan ibu hamil dengan kriteria khusus (KEK da 
miskin ekstrem).  

4. Agar segera dilakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan 
Pangan di Kabupaten Tangerang, dan Kota Serang.  

5. Agar segera dibuat draft surat permohonan usulan penerima 
bantuan pangan.  

6. Pelaksanaan penyaluran direncanakan akan dilaksanakan pada 
bulan mei/juni 2025. 

 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 



 

RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN 

 
 

Sasaran Kegiatan 

 

         
 

          

  Persentase 
     

 

       
 

Meningkatnya Pangan Segar 

2023 2024 2025 2026 

 
 

jumlah Pangan Asal Tumbuhan  
 

Segar Asal yang memenuhi      
 

Tumbuhan yang persyaratan      
 

memenuhi 
     

 

mutu dan 
     

 

persyaratan mutu      
 

keamanan 25,00 50,00 75,00 100 
 

 

dan keamanan  
 

       
 

pangan  pangan      
 

         
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Target yahun 2025 

75 % 
 
 
 
 
Dinas  Katahanan Pangan Banten 

 
 
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan  
Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah  
Kabupaten/Kota  
Penguatan kelembagaan pengawas  

keamanan dan mutu pangan segar asal  
tumbuhan  
Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan  
Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah  
Kabupaten/Kota  

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan  
Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah  
Kabupaten/Kota  

Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan  
Segar Asal Tumbuhan  
Rekomendasi Perizinan keamanan 

pangan segar asal tumbuhan 

Penyediaan sarana dan prasarana 

pengujian keamanan dan mutu pangan 

segar asal tumbuhan Koordinasi dan 

sinkronisasi keamanan dan mutu 

pangan segar asal tumbuhan 

PRE 
MARKET 

POST 
MARKET 



CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN 

 
 

 

Pelaksanaan Pengawasan  

Keamanan Pangan Segar Distribusi  

Lintas Daerah Kabupaten/Kota 
 
 

 

Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar 
Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

 
 
 

 

Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 

 

Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 
 

Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal  
tumbuhan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. sertifikasi keamanan PSAT sebanyak 4 
sertifikat dan 14 rekomendasi perizinan PSAT 
yang dilayani oleh Provinsi Banten serta 4 
rekomendasi perizinan PSAT yang dilayani 
Kabupaten/Kota. Sehingga total perizinan PSAT 
di Provinsi Banten menjadi 20 rekomendasi 
(sertifikat dan register)  

2. capaian kinerja sertifikasi pangan segar asal 
tumbuhan yang telah terbit sebesar 8,00%, 
yaitu sebanyak 2 sertifikat dari 25 sertifikat yang 
ditargetkan  

3. capaian regstrasi pangan segar asal tumbuhan 
yang telah terbit sebesar 10,91%, yaitu sebanyak 
18 register dari 165 register yang ditargetkan. 



 
 

 

TERIMA 
 

KASIH 

 

#PetaniPeternakSejahtera 

#Pedagang Untung 

#MasyarakatTersenyum 

 
 
 

 

#Pangan Kuat Indonesia Berdaulat 
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Badan  Pangan Nasional 



 


